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Pasﬂkan Hak Pekerja Terpenuhi

Komisi IX Usul Bentuk
Satgas Pengawasan THR

Senayan mendorong Pemerintah bersama seluruh
pihak terkait mengawasi pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR) kepada para pekerja agar hak

mereka terpenuhi.

ANGGOTA Komisi 1X DPR
Muazzim Akbar mengusulkan
pembentukan Satuan Tugas (Sat-
gas) Pengawasan TIIR vang
melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang ada. Seperti un-
sur Pemerintah Daerah (Pemda),
dinas ketenagakerjaan, serikat pe-
kerja, hingga perwakilan pengu-
saha. Tujuannya agar pelaksa-
naan pembayaran THR berjalan
sesual attran.

"Pengawasan pemberian
THR harus dilakukan secara
serfus dan terkoordinasl,” saran
Muazzim dalam keterangannya,
Jurmat (13/2/2026).

Dengan liw, Muazzim menyo-
rotl keterbatasan jumlah Posko
THR di Jawa Timur (Jatim). Ke-
beradaan 36 titik Posko TIR di
provinsi tersebut belum sebanding
dengan jurnlah perusahaan, pabrik.
dan karyawan yang ada. Akibat-
nya pengawasan dan pelayanan
aduan pekerja belum maksimal

Selainitu, BP]S Ketenagakerja-
an petlu mendata secara rinci jum-
lah pekerja di Jatim yang bethak
menerima THR. Pendataan ter-
sebut dinilai penting sebagai
dasar pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan kewajiban perusa-
haan. "Kari berharap agar THR
diberikan tepat wakiu, bahkan
sebelum Harl Raya Idul Fite,"
harap politikus PAN ini.

Lebih lanjut, ia menyoroti
masih banyaknya peketja dengan
status Perjanjian Kerja Wakiu
Tertentu (PKWT) dan Perjan-

jtan Kerja Waktu Tidak Tertentu

(PKWTT) yang belum menetima
hak THR. “Ini harus menjadi
perhatian serius,” tegasnya.

la menekankan, THR merupa-
kan hak pekerja yang telah diatur
dalam peraturan perundang-
undangan, sehingga seluruh
perusahaan wajib mematuhinya
demi kesejahteraan pekerja dan
keluarganya menjelang Lebaran.
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Sementara, anggota Komisi
IX DFR Edy Wuryanto menyo-
toti meningkatnya jumlah pe-
ngaduan THR dan lemahaya
penegakan sanksi terhadap pe-
rusahaan yang melanggar keten-
tuan. Pelanggaran pembayaran
THR tidak hanya berupa keter-
lambatan, tetapi juga pemba-
yaran tidak sesuai ketentuan.
"Bahkan ada perusahaan yang
mengganti THR dengan sem-
bako." ungkapnya.

Edy memaparkan, jumlah
laporan pengaduan THR me-
ngalami kenaikan. Pada 2024

tercatat sekitar 1.475 laporan,
sementara pada 2025 mening-
kat menjadl 1.725 pengaduan
Tren tersebut dikhawatirkan
akan kembali naik pada 2026.
"Soalnya kondisi ekonomi yang
belum sepenuhnya stabil," kata
politikus PDIP in.

Ldy mempertanyakan efekti-
vitas sanksi tethadap perusahaan
yang melanggar ketentuan se-
hagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Per-
menaker) Nomor 6 Tahun 2016.
Dalamaturan tersebut, perusahaan
yang (idak memenuhi kewajiban
dapat dikenal sanksi adminis-
teatif mulai dari teguran tertu-
lis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebaglan
atau seluruh alat produksi, hingga
pembekuan kegiatan usaha.

Namun, sebagian besar ke-
wenangan pemberian sanksi terse-
but justru berada di Pernda, bukan
di Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). “Apakah Pemda
pernah memberikan sanksi ke-
pada perusahiaan yang melanggar
pemberian THR ini?” Tanya dia.

Selain itu, fa mempertanyakan
efektivilas posko pengaduan

THR. Sebab posko selama ini
lebih bersifat administratif, yakni
menerima dan memverifikasi
laporan, sementara jumlah Pe-
ngawas Hubungan Industrial
(PH) terbatas. "Fakior preven-
tif atau pencegahan jauh lebih
penting dan lebih utama,” kata
legislator asal daerah pemilihan
{dapil) Jawa Tengah (Jateng)
1l ini.

Ia lalu menyoroti potensi ken-
dala pembayaran THR pada 2026.
Hal ini disebabkan adanya libur
bersama yang berdekatan dengan
batas wakiu pembayaran H-7
sebelum hari raya. Dengan ada-
nya fakea itu, ada kemungkinan
perusahaan menunda pembayaran
hingga setelah hari rava jika tidak
diantisipasi dengan bak.

Untuk itu, ia mengusulkan agar
Pemerintah mempertimbangkan
tevisi aturan pembayaran THR
menjadi H-14 sebelum hari raya.
Tujuannya agar pekerja dapat
menerima haknya lebih awal
dan terhindar dari lonjakan harga
kebutuhan pokok menjelang
lebaran. “Kalau H-7 biasanya
harga-harga sudah naik tajam.’
pungkasnya. m TIF
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